
SALINAN

BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN

SERI:ENOMOR : 58

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT LOLOMATUA
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 telah
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021- 2026;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Rencana
Strategis Kantor Camat Lolomatua Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021-2026.

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4272) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Mengingat
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.1074 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Serentak Tahun
2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) 2006-2026 Kabupaten Nias Selatan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun
2014 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias
Selatan Tahun 2014-2034;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Nias Selatan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN
RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT LOLOMATUA KABUPATEN
NIAS SELATAN TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM
adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar
yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal.
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4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung
atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Nias Selatan yang selanjutnya disebut RPJMD KabupatenNias
Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Nias Selatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
Bupati/Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan
RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJMN, RPJMD
Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya;

7. Rencana Strategis Kantor Camat Lolomatua yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Kantor Camat Lolomatua adalah
dokumen periode 5 (lima) tahun.

8. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara
kineija pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai
di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat
perencanaan dibuat.

9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah
karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan
karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka
menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan
datang.

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan
Daerah.

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) program Perangkat Daerah.

14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai
prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk
mencapai sasaran.

15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau
kerangka keija untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai
penjabaran strategi.

16. Prioritas Pembangunan Daerah adalah focus penyelenggaraan
pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk
mencapai sasaran RPJMD.
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17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan Kantor Camat Lolomatua adalah serangkaian
aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat
T n l n m a t i i Q l i -n f n V m p n a V i a c i l T/a n V^I I I Q R A N (n n t n n t) H a l o mUV/XVXXXM.l.VtM. UXi- UVlXI. i.HVll^llU.UJUlXl.UU.X VI VI Lj
rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

19. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan/ program/sasaran sehubungan dengan penggunaan
sumberdaya pembangunan.

20. Indikator Kineija adalah tanda yang berfungsi sebagai alat
ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau
sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil
(outcome) , dampak (impact).

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Renstra Kantor Camat Lolomatua Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Kantor Camat
Lolomatua untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran
dari RPJMD tahun 2021-2026.

2. Renstra Kantor Camat Lolomatua Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu
indikatif.

3. Renstra Kantor Camat Lolomatua Tahun 2021-2026 menjadi
pedoman Kantor Camat Lolomatua Kabupaten Nias Selatan
dalam menyusun Rencana Kerja tahunan.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 3
Rencana strategis Kantor Camat Lolomatua :
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Pelayanan Kantor Camat Lolomatua

Kabupaten Nias Selatan
: Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kantor Camat

Lolomatua Kabupaten Nias Selatan
: Tujuan dan Sasaran
: Strategi dan Arah Kebijakan
: Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
: Kineija Penyelenggaraan Urusan
: Penutup

BAB III

BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
BAB VIII
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BAB IV
PENETAPAN RENSTRA

Pasal 4

1. Renstra Sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ditetapkan
dengan Peraturan Bupati dan tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Lampiran Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani
oleh Camat Lolomatua Kabupaten Nias Selatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berla.ku pada. tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Nias
Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 58
Salinan sah sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA 1LABUPATEN NIAS SELATAN

TEOLI NDRURU, SH
Pembina
NIP. 19800802 200611 1 001


